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Article Info ABSTRACT

Atrticle history: Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang
pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen
pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. Untuk menghasilkan
kebijakan pendidikan yang tepat maka penyelenggara pendidikan harus
mampu mengetahui hakikat kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan
dengan kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu
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tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kerangka kerja
pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan,
Kebijakan pendidikan dan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Metodologi penulisan ini
Kerangka menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan
Proses dengan mengkaji sebanyak 26 jurnal nasional yang berhubungan dengan
Strategi kebijakan pendidikan yang terdapat pada data base google scholar. Hasil dari
pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah. Dalam
mengembangkan kebijakan pendidikan diperlukan kerangka pengembangan
diantaranya yaitu infromasi kebijakan, metode perolehan informasi,
argumentasi kebijakan dan bentuk analisis kebijakan. Selain itu ada enak
tahapan analisis kebijakan pendidikan yang terdiri dari inisiasi, estimasi,
seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi. Untuk menerapkan sebuah
kebijakan pendidikan maka diperlukan tahapan sosialisasi, tahapan piloting,
dan tahapan desiminasi.
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Pendahuluan

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan
bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembang
secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Hakim, 2016). Berdasarkan
undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan
keilmuan yang luas serta memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan pancasila. Artinya bahwa tujuan
pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek
keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut
diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.

Pengelolaan mutu pendidikan nasional merupakan bagian penting yang harus dilakukan dalam proses
manajemen pendidikan (Fitra, 2017). Proses pengelola mutu pendidikan ini dapat dituangkan kedalam proses
manejemen mutu pendidikan (Puspitasari, 2018). Manajemen mutu pendidikan pada dasarnya bertujuan
untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dalam mencapai
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tujuan pendidikan (Sila, 2017). Pada hal ini yang menjadi pelanggan pendidikan adalah guru, siswa, orang tua
dan masyarakat. Maka penyelenggara pendidikan (pemerintah) harus mampu memberikan pelayanan
terhadap masyarakat.

Agar dapat memberikan pelayanan yang baik maka penyelenggara pendidikan harus dapat memahami
aspirasi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat (Mustaqin, 2016). Pendidikan diharapkan mampu
memberikan pelayanan secara nyata kepada masyarakat baik dari tingkat pusat bahkan harus juga
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada daerah (Purba et al, 2021). Artinya diperlukan
upaya untuk menjalin komunikasi dengan stakeholders dalam pendidikan agar penyelenggara pendidikan
dapat merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perluasan dan pemerataan
layanan pendidikan,peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengoptimalkan proses pengelolaan
pendidikan. Ha ini lah yang menjadi pandangan baru dalan proses pengelolaan pendidikan bahwa perlunya
gagasan yang bersifat desentralisasi agar pengelolaan pendidikan dilakukan secara bersamaan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan pendidikan bukan lah hal yang mudah (Aziz, 2015). Diperlukannya proses perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat (Muhdi et al, 2017). Penyelenggara pendidikan harus benar-
benar paham mengenai hakikat kebijakan pendidikan (Nurhardjadmo, 2008). Kebijakan pendidikan yang
dilahirkan tidak hanya saja bersifat pada golongan tertentu namun akan memiliki dampak yang besar terhadap
kehidupan masyarakat (Bakry, 2010). Kebijakan pendidikan yang dihasilkan dengan proses yang tepat akan
menghasilkan luaran yang akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati dan apabila
kebijakan pendidikan yang dihasilkan tanpa adanya proses yang bersifat prosedural maka akan berdampak
kepada mutu pendidikan (Winarsih, 2017).

Untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang tepat maka penyelenggara pendidikan harus mampu
mengetahui hakikat kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan kerangka kerja pengembangan
kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kerangka kerja
pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi
kebijakan pendidikan.

Metode

Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan
mengkaji sebanyak 26 jurnal nasional yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada
data base google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil
dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan (Solichin,
2015). Kebijakan pendidikan yang dilahirkan harus bersifat intredisipliner dan kontekstual (Asmawi, 2018).
Untuk dapat melahirkan kebijakan pendidikan maka diperlukan analisis kebijakan pendidikan yang tepat.
Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan
pendidikan melalui pendeiatan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inguiri dan argumen ganda.

Pembuatan kebijakan tidak terlepas hari hal yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan
akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Sarmoto,
2013). Maka dalam pengembangan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan
kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersigat netral dan objektif. Oleh sebab itu para pembuat
kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses
analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan
pendidikan yang tepat sasaran.

Kerangka Kerja Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan merupakan proses pengimplementasian ilmu sosial dengan menggunakan bentuk
pemikiran, penalaran, pembuktian, penilaian dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan masyarakat
luas (Alam, 2012). Agar dapat menghasilkan pandangan yang rasional diperlukan sebuah prosedur analisis.
Adapun prosedur tersebut adalah: 1) Informasi Kebijakan. Pada proses informasi kebijakan terdapat 3 jenis
informasi yang harus dilahirkan yaitu informasi mengenai (Afifah dan Yuningsih, 2016); 2) Nilai. Infromasi
mengenai nilai berhubngan dengan bagamanakah proses nilai yang terdapat pada kebijakan tersebut; 3) Fakta.
Informasi tentang fakta berhubungan dengan apakah hal yang dibicarakan tersebut ada atau tidak ada; 4)
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Perbuatan. Informasi tentang perbuatan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan terhadap
permasalahan tersebut.

Masing-masing infromasi akan menghasilkan luaran yang berbeda. Pertanyaan yang berkaitan dengan
nilai akan mendapatkan infomasi yang bersifat evaluatif, untuk pertanyaann yang berkaitan dengan fakta akan
mendapatkan infromasi yang bersifat deskriptif dan pertanyaan normatif akan mendapatkan informasi yang
bersifat pembenaran (pembelaan).

Metode Perolehan Informasi

Pada proses penganalisisan kebijakan adanya keterkaitan antara prosedur analitik dengan empat metode yaitu
pemantauan (monitoring), peramalan (prediksi), penilaian (evaluasi), dan pemberian rekomendasi, . Selain itu
ada 2 metode lain yang dapat digunakan namun tidak dapat dikelompokan kedalam metode tersebut yaitu
problem structuring (penstrukturan masalah) yang merupakan fase dalam proses analisis kebijakan yang
menganggap adanya situasi yang menganggu dalam sebuah suasana. Selanjutnya yaitu metode inferensi
praktis yang artinya bahwa pengambilan sebuah keputusan berdasarkan sejauh mana permasalahan yang
berhubungan dengan kebijakan di pecahkan (Darwis, 2014).

Argumentasi Kebijakan

Suatu kebijakan berhubungan dengan proses meyakinkan masyarakat mengenai fungsi kebijakan,
(Damayanti, 2017). Dalam proses meyakinkan ini maka diperlukanya pengubahaan informasi kebijakan
menjadi argumentasi kebijakan. Adapun komponen dalam argumentasi kebijakan tersebut yaitu: 1) Informasi
yang berhubungan dengan kebijakan; 2) Klaim kebijakan. Keputusan dari argumentasi kebijakan; 3)
Pembenaran. Pembenaran dapat berupa intuitif, otoritatif, sebab-akibat, analisentrik, dan prigmatik
(penilaian); 4) Pendukung yaitu semua data yang dapat membenarkan infromasi dapat berupa data ilmiah,
usulan pakar ahli, prinsip etis dan moral; 5) Kriteria yaitu yang dapat menyamakan sejauh mana analisi
diyakini mengenai klain sebuah kebijakan.

Bentuk Analisis Kebijakan

Terdapat tiga bentuk analisis kebijakan yaitu a) Tipe prospektif. Tipe ini adalah tipe yang melakukan analisis
kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan (Alam, 2012). b) Tipe retrospektif. Tipe ini
adalah tipe yang melakukan analisis kebijakan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan (Dewi, 2020). ¢) Tipe
integratif. Tipe ini adalah tipe yang melakukan analisis kebijakan sebelum dan sesudah kebijakan tersebut
dilaksanakan (Aziz et al, 2020).

Maka dari penjelasan kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan tersebut dapat terlihat bahwa
sebuah kebijakan dilahirkan dengan proses yang sistematis.

Proses Analisis Kebijakan Pendidikan
Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini
bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis
kebijakan tersebut yaitu, (Keban, 2015):

Inisiasi

Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut
dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahan
permasalahan tersebut secara tepat. Pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan
namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan.
Pada tahap ini juga dilakukan proses inovasi dalam melakukan konseptualisasis dan membuat kerangkan
permasalahan secara umum. Selain itu juga diperlukan pengumpulan infromasi yang berkaitan dengan
kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilhan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan.

Estimasi

Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan dan
kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah di fokuskan dengan menggunakan metode
olian yang bersifat proyektif dan empirik agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan
yang dipilih. Pengkajian juga difokuskan kepada evaluasi terhada luaran yang akan dihasilkan melalui
pendekatan teknis lainnya.

Seleksi

Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan
penilaian kebijakan maka diperlukanlah pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan sering kali dilahirkan
dengan perhitungan dan perkiraan teknis namun adanya aspek lain yang perlu diperhatika seperti keterlibatan
pihak-pihak lain yang memiliki tjuan yang berbeda mengenai pandang ideologi, mora dan kerangka acuan.
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Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Tahapan
implementasi merupakan saran untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata. Pada
tahapan sebelumnya kebijakan masih dalam bentuk pemikran sedangkan pada tahapan implementasi ini
kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata.

Evaluasi

Pada tahapan inisiasi dan estimasi, sifat tahapan bersifat antisipatif sedangkan pada tahapan seleksi lebih
bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bserfiat transformasi kedalam dunia nyata sedangkan pada
tahapan evaluasi lebih bersifat restrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai
sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengaan indikator yang
telah dilakukan.

Terminasi.
Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan.

Berdasarkan pemaran tersebut terlihat bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Proses
kebijakan ini melibatkan berbagai individu, kelompok dan masyarakat dengan psiklogis dan lingkungan yang
berbeda-beda. Namun tahapan ini perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat dihasilkanya kebijakan yang pro
aktif dan problem solving.

Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralisasi di Indonesia memungkinkan terjadinya perumusan
kebijakan dan pengembilan keputusan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan unsur pemerintah daerah
(Aulia, 2013). Dalam proses pendidikan diberikanyan kesempatan dan wewenang kepada stakeholder
pendidikan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan lembaga pendidikan (sekolah)

Praktek kebijakan pendidikan dituangkan dalam sebuah pengelolaan yang dikenal dengan manajemen
berbasis sekolah (MBS) (Athiyah, 2019). Pada sistem MBS ini terjadinya penyerahan wewenang pengelolaan
sekolah kepada sekolah dan stakeholder yang terkait, (Ismali, 2018). Maka perlu diketahuinya strategi
pengelolaan pendidikan di sekolah secara merata meskipun konsep pengelolaanya bersifat desentralisasi.
Adapun tahapan tersebut yaitu (Huda et al, 2020):

Tahap sosialisasi

Tahapn sosialisasi meruakan tahapanyang penting karena diperlukannya penyebaran kebijakan yang merata
kesetiap daerah yang ada di Indonesia. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun
offline. Adapun yang menjadi tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat sulit menerima
adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Maka dalam memaksimalkan
perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan dengan memperhatikan aspek tujuan, manusia,
lingkungan , proses, hasil dan kebiasaan.

Tahap piloting

Tahapan pilotting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga
diperlukan model uji coba. Model uji coba ini jatus memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, akuntabilitas,
replikablitas dan sustainabilitas.

Tahap diseminasi
Tahapan diseminasi merupakan tahapan penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan. Perlu
diperhatikan bahwa tahapan disiminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan anggaran yang besar.

Ketiga tahapan ini perlu dikembangkan agar kebijakan yang telah dihasilkan dapat laksanakan secara
menyeluruh.

Simpulan

Dari studi kepustakaan yang dilakukan maka didefinsikaan bahwa kebijakan pendidkaan merupakan suatu
keputusan yang berhubungan dengan memecahkan permasalaha yang berhubungan dengan sistem
pendidikan. Dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang harus diperhatikan adalah informasi kebijakan,
metode perolehan informasi, argumentasi kebijakan dan bentuk analisis kebijakan. Agar kebijakan dapat
terlaksana dengan baik maka perlunya tahapan pelaksanaan yang terdiri dari tahapan sosialisasi, tahapan
piloting, dan tahapan desiminasi. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan optimal agar lahirnya kebijakan
yang sesuai dengan harapan.
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